
 

  

 

 

 

KEPALA DESA TRATEMULYO 

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL 

 

PERATURAN DESA TRATEMULYO  
 

NOMOR 7 TAHUN 2025 

 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TRATEMULYO NOMOR 05 TAHUN 2020 

TENTANG  PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN  

BADAN USAHA MILIK DESA REJO MULYO 

DESA TRATEMULYO  KECAMATAN WELERI 

KABUPATEN KENDAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA TRATEMULYO , 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum di Desa Tratemulyo  perlu diubah Peraturan 

Desa Tratemulyo Nomor 05 Tahun 2020 Tentang  Pembentukan 

Kepengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Badan 

Usaha Milik Desa REJO MULYO 

  b. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, pendirian Badan usaha Milik Desa 

ditetapkan dengan Peraturan Desa; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf  a dan huruf b  perlu menetapkan Peraturan Desa 

Tratemulyo tentang Peraturan Desa Tratemulyo Nomor 7 Tahun 

2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tratemulyo No. 

05 TAHUN 2020 Tentang Pembentukan Kepengurusan dan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Desa Tratemulyo 

Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal 

 

 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091; 



 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 159); 

  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 296); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 

Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan 

Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);  

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa 

Provinsi jawa Tengah (Berita daerah Provinsi jawa Tengah Tahun 

2018 Nomor 18); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang 

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2007 Nomor 9 Seri E. No. 5); 

  
16. Peraturan Desa Tratemulyo  Nomor 05 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan Kepengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa ( Lembaran Desa Tratemulyo tahun 2020 Nomor 05  ); 

17. Peraturan Desa Tratemulyo  Nomor 03 Tahun 2020 tentang  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tratemulyo  

Tahun 2020 - 2026 ( Lembaran Desa Tratemulyo tahun 2020 

Nomor 03 ); 

18. Peraturan Desa Tratemulyo  Nomor 04 Tahun 2024 tentang  

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Desa Tratemulyo 

Tahun 2025 ( Lembaran Desa Tratemulyo tahun 2024 Nomor 04 ); 

19. Peraturan Desa Tratemulyo  Nomor 05 Tahun 2024 tentang  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa 

Tratemulyo  Tahun 2025 ( Lembaran Desa Tratemulyo tahun 2024 

Nomor 05 ) 

 

 



 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRATEMULYO  

dan 

KEPALA DESA TRATEMULYO  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TRATEMULYO NOMOR 05 

TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN 
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Camat adalah Camat Rowosari Kabupaten Kendal sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan. 

5. Desa adalah Desa Tratemulyo , yaitu kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Tratemulyo , yaitu 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tratemulyo , yaitu kepala 

Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah BPD 

Tratemulyo  ,  yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tratemulyo, yaitu pemimpin 

penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh 

Penduduk Desa dari  calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan 

dengan keputusan Bupati. 

10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tratemulyo , yaitu unsur 

pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. 



 

11. Keuangan Desa adalah  semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

14. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan 

asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 

15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM 

Desa Rejo Mulyo. 

16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah 

badan hukum yang didirikan oleh Desa Tratemulyo  guna mengelola 

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan 

jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa Tratemulyo . 

17. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. 

18. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang 

melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 

berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. 

19. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi 

pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan 

organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi. 

20. Anggaran Rumah Tangga adalah  pedoman yang memuat peraturan 

bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi. 

21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah. 

22. Antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

23. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari 

Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan 

dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang  

ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala 

Desa. 

24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

Badan Permusyawaratan Desa. 
 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR  
BADAN USAHA MILIK DESA 

 

Bagian Kesatu 

Pendirian BUM Desa 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang 

selanjutnya disingkat BUM Desa, sebagai badan yang menampung 

seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang 

dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. 

(2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diubah dengan nama “REJO MULYO ” 

(3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan di wilayah Desa Tratemulyo . 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa  dan pelayanan usaha antar-

Desa dapat dibentuk BUM Desa  bersama  yang merupakan milik 2 

(dua) Desa atau lebih. 

(2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disepakati  melalui Musyawarah  antar-Desa  yang difasilitasi  oleh 

badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari : 

a. Pemerintah Desa; 

b. anggota Badan Permusyawaratan Desa; 

c. lembaga kemasyarakatan Desa; 

d. lembaga Desa lainnya; dan 

e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan 
perempuan. 

(3) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala 

Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama. 

 

Bagian Kedua  

Pengesahan Anggaran Dasar 

Pasal 4 

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa “REJO MULYO ” sebagaimana 

terlampir dalam Peraturan Desa ini. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Bagian Kesatu 

Asas 

Pasal 5 

(1) BUM Desa “REJO MULYO ” berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

(2) Badan Usaha Milik Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

(3) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun buku yakni mulai tanggal 

1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

(4) Keputusan BUMDesa “REJO MULYO ” adalah musyawarah desa yang 

menjadi landasan pengurus dalam melaksanakan pengelolaan 

BUMDesa. 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

 

Pasal 6 

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh 

kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum  yang dikelola 

oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. 

 

Pasal 7 

Pendirian BUM Desa bertujuan : 

a. meningkatkan perekonomian Desa;  

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk masyarakat Desa;  

c. meningkatkan usaha  masyarakat dalam  pengelolaan potensi 

ekonomi Desa;  

d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau 

dengan pihak ketiga;  

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar  yang mendukung 

kebutuhan layanan umum warga; 

f. membuka lapangan kerja; 

g. meningkatkan Kemakmuran  masyarakat melalui  perbaikan 

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli 

Desa. 

 

 



 

BAB IV 

MODAL AWAL BADAN USAHA MILIK DESA  

 

Pasal 8 

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari  

a. penyertaan modal desa; dan  

b. penyertaan modal masyarakat. 

(2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 

merupakan pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula 

merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa pada BUM Desa. 

(3) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b 

merupakan simpanan dan/atau pinjaman masyarakat. 

 

BAB V 

ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA 

 

Pasal 9 

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan 
Desa. 

 

Pasal 10 

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari : 

a. Penasihat; 

b. Pelaksana Operasional; dan 

c. Pengawas. 

(2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa 

sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui 
Musyawarah Desa. 

 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 11 

(1) Peraturan Desa Tratemulyo  Nomor 05 TAHUN 2020 tentang 

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Tratemulyo “REJO MULYO ” 

berikut anggaran dasar BUMDesa Tratemulyo “REJO MULYO ”, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa “REJO MULYO ” yang 

disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan 

Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak 

Peraturan Desa ini berlaku.  



 

(3) Susunan kepengurusan BUM Desa “REJO MULYO ” yang masih 

berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 12 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa 

Tratemulyo . 

 

Ditetapkan di  : Tratemulyo    

Pada tanggal  : 18 JUNI 2025 

KEPALA DESA TRATEMULYO  

 

Cap Ttd 

 

ARI SIGIT CAHYONO, S.E 

 

Diundangkan di Tratemulyo   

Pada tanggal 18 JUNI 2025 

SEKRETARIS DESA TRATEMULYO  

Cap Ttd 

 

UTOMO 

 

LEMBARAN DESA TRATEMULYO  TAHUN 2025 NOMOR 7 

 



 

Lampiran  : PERATURAN DESA TRATEMULYO KECAMATAN WELERI 
Nomor : 7 Tahun 2025 
Tanggal : 18 Juni 2025 
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TRATEMULYO NOMOR 

05 TAHUN 2020 TENTANG  PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN 
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kepala Desa Tratemulyo 

            
               Cap Ttd 
 

 
Ari Sigit Cahyono, S.E 


